PEMERINTAH KABUPATEN R;sSISIR SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL IyN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU S\
Jln.H. Agus Salim - Painan Tep, (0756) 22687
—

KEPUTUSAN
BUPATI PESISIR SELATAy
NOMOR : 570/ 69 fbm?g;mrmlzozi
TENTANG
PERPANJANGAN I1ZIN OPER AS]
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORM4;, g‘:‘, NFORMAL
KB ANUGRAH

BUPATI PESISIR SELATAy
Menimbang : bahwa dalam rangka mﬂmbe'rikan Jkepastian hukum kepada
penyelenggaraan pendidikgy formel 9an informal dalam
memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu
ditetapkan dengan Keputusan Bupati PeSisir Selatan U:_nfﬂl’g
Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan PandiBen
formal dan Informal KB ANUGRAH;

Mengingat ¢ L. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kapupaten dalam
Linglungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 25) Jis
undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaraxt
Negara Republik Indonesia Tahun 1957), Undang-undang
Nomor 58 Tahun 108,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1643);

2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tent
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Normor 4301);

3.  Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggm'-!:
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 201
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5462);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
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;.:lmhara.n Negara Republik Ijgnesia NOMG 5679);
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e U008 thntang Ib o Neslthy i
Standar | Pendidikan
(Lembaran Negara Republl; jndonesi? TaRlun 2005 Nomor
71, Tambahan Lembaran Negara Rrepublik Indonesia Nomor
5410);
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tab%? 2008 tentang Wajib
Belajar (Lembaran Negara Republi¥ Indonesia Tahun 2008
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4863);
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggarad? Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahunl 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5103), sebagaimana telah diuba-h dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomot 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negerd Republik Indonesia Nomor
5155);
Peraturan Presiden Republik [ndonesia Nomor 27 Tahun
2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang
Penanaman Modal;
Instruksi Presiden Nomor 5 Tabun 2006 tentang Gerakan
Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang
Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
Peraturan Menteri Penidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan didik
Baru pada Taman Kanak - kanak, Sekolah Dasar, Sekolah
Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah
Menengah Kejuruan, atau Bentuk lain yang sederajat;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
138 Tahun 2017 tentang Penyelenggraan Pelayanan Terpadu
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Memperhatikan  : 1.

Menetapkan

Satu Pintu di Daerah

Keputusan Menteri Pendidikyy Nasiona! Nomor 018 Ju/1997
tentang Penyelenggaraan pendidikan pada Kelompok
Bermain dan Taman Pendidigan Anak (TPA),

Keputusan Menteri pendidily;, Nasion®! Nomor 051/0.2001
tentang Pendidikan Anak Uy, pini;

Peraturan Bupati Peraturan gypati Ppesisir Selatan Nomor 43
Tahun 2016 tentang Kejyqukan, Susunagn Organisasi,
Tugas Pokok, Fungsl, Tata kerja dan U raian Tugas Jabatan
struktural Dinas Penanyan  Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satil Pingy,

Peraturan Bupati Pesisir gejatqn Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pendelegasian we“-'em.ng pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan Kepada Dinas  penanaman Modal dan

Pelayanan Perizinan TeTPagy Satu Pintu Kabupaten Pesisir
Selatan;

Keputusan  Bupatl  pegigiyr  Selatan Nomor
570/150/KPTS/BPT-PS/2017 tentang_Penetapan Standar
Operasional Pmsed'ur Pelayanan  Perizinan dan Non
Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dag Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pinty Kabupaten Pesisir Sclatans

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir
Nomor : 420/0010/PNFLDiknas tanggal 10 Januari 2014
tentang lIzin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini,
Nonformal dan Informal (PAUDNI);

Surat Permohonan Kepala Sekolah KB ANUGRAH tanggal
07 Desember 2020 perihal tentang  Permohonan
Perpanjangan Izin Operasional penyelenggaraan Pendidikan
Formal dan Informal.

Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Pesisir  Selatan Nomor
420{3173;DPK—St1aetaﬁat.1;2021,’1‘91133&:1 09 September
2021 tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin
ANUGRAH.

MEMUTUSKAN

KESATU . Memberikan Perpanjangan lzin Operasional Penyelenggaraan
Pendidikan Formal dan Informal Kepada:

Nama Lembaga . KB ANUGRAH

Jenis kegiatan . KB ( Kelompok Bermain)
Penyelenggara + SABARNI BAKHTAR,S.Pd

Alamat . Jl.Raya Simpang Tiga Gurun Laweh
Nagari Sawah Laweh Pasar Baru
Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir
Selatan.
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